
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR l TAHUN 2026
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2O26 terrtang Penyesuaian Pidana dan Pasal
104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Provinsi
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) untuk
memperoleh persetujual bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah
Daerah bersama DPRPT pada tanggal 22 bulan
Desember tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran2O26;

Mengingat

b

C

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang..... I 2
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2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2I tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaral Negara Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Dsease 2019 (Couid- 19) dan/ atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penangalal Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Couid-l9) danlatau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danlatau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 terrtang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaraa
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Walil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 2LO, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2072
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 534O);

12. Peraturan Pemerintah..... / 4
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
49721 sebagarmana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O18 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 17
tentang Hak Keuangan dal Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68471;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor f 09, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah.. ... / 5
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 1

tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaal
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasal dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tab:un 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

21. Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6909);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahrun 2012
Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2077
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaal dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peratural Menteri..... / 6
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodffikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
14471;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahtun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
17&Ll;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penl'usunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berrta
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7271;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 6|PMK.O7 12022
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka
Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4ll;

30. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 17 Tahun
2025 tentang Rencana Keq'a Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan

GUBERNUR PAPUATENGAH

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urLrsan pemerintahan yang menjadi
kewenangal daerah otonom.

3. Kepa-la Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah
Gubernur Papua Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRPI adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Tengah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRPT, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

6. Pendapatan..... /7
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6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

8. Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun angga-ran yarrg
sarna.

9. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang
sarna.

10. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk
menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan
surplus anggaran.

1 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun
anggar€m yang bersangkut€rn maupun pada tahun-tahun
Ernggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto
dalam APBD.

12. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua
pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan
secara bruto da,lam APBD.

13. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan
pembiayaal setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan
dalam periode tahun anggaran tertentu.

14. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
selama satu periode anggaran.

Pasal 2
APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaral 2026
berjumlah Rp2.9O2.32O.6Oa.O72,45 yang terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daeratr
dengan perincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp2.43O.674.427.O61,OO

Rp2.902.320.608.O72,45b. Belanja Daerah
Surplus/ (Defisit)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Pembiayaan neto
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran

lRp47 1.6a6.18 1.0 I 1,45)

(Rpa7 1.6a6. 18 1.01 1,45)
RpO,00

RP47r.646.181.011,45

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran
direncanakan sebesar Rp2.43O.674.427.O6L,OO,
bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

RpO,0O

2026
yang

Pasal 4...../8
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Pasal 4
(U Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp543.O7O.387 .7 42,OO, yang terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah; dan
c. Iain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(21 Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncalakan sebesar Rp527 .244.037 .7 42,OO.

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp76.350.000,00.

(41 Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp 15.750.000.00O,00.

Pasal 5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b direncanakan sebesar
Rp 1.047. 833. 1 62.000,00, yang merupakan Pendapatan
transfer pemerintah pusat.

(21 Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp 1.047.833. 1 62.O00,00.

Pasal 6
(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp839.7 7 O.877 .3 19,OO, yang terdiri atas:
a. pendapatan hibah; dan
b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan
(21 Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp 1.075. 000. 000,00.
(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangal sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf b direncanakan sebesar
Rp838.695.877.3 19,o0.

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan
sebesar Rp2.9 O2. 32O . 60A.07 2,4 5, yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8
(U Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.996.674.645.09 1,05, yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja subsidi;
d. belanja hibah; dan
e. belanja baltuan sosial.

(2) Belanja pegawai..... / 9
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(21 Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp52 1.5 14. 078.624,O5.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakar sebesar
Rp 1.223.365.327.035,00.

(4) Belanja Subsidi sebagaimala dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp9. 800.000.000,00.

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp2 19. 585.23 9 .432,OO.

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.410.000.000,00.

Pasal 9
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp580.933.67a.647,OO, yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah.
b. belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal bangunan dan gedung.
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset tidak berwujud.

(21 Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.109.000.000,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp20.575.078.922,OO.

(41 Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp445.69 1.768.925,00.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp92.598.236.800,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp259.594.000,00.

(71 Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp3.700.000.000,00.

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar
Rp50.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf d direncanakal sebesar
Rp27 4.7 12.284.334,4O, yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi...../ 10
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(21 Belanja bagi hasil sebagaimala dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp244.006.034.334,40.
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp30.706.250.000,00.

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 terdiri
atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaranpembiayaan.

Pasal 13
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
da-lam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp47 1.646. 18 r.0 I 1,45.

Pasal 14
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,O0.

Pasal 15
(1) Selisih antara Ernggaran pendapatan daerah dengan

anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar (Rp47 1.646. 18 1.O 1 1,45).

(21 Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp471.646. 18 1.0 1 1,45.

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang dil6tapkan dalam Peraturan Daerah
ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua
Tengah tahun anggaran 2026, dengan tata cara sesuai
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRPT
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

(21 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

dan/ atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat

mengganggu kegiatan pelayanan pubtk.

(3) Keperluan ..... / ll
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun angg.rran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/ atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah ini
terdiri dari:
Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran III : Perincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasal dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan APBD;

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;

Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan

Investasi Daerah Lainnya;

Lampiran XlIl..... I 12



Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI :

Lampiran XVII :

-t2-

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lain- !-ain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Yang Direncanakan ;

Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal l8
Gubernur Papua Tengah menetapkan Peraturan Gubernur
Papua Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasiond pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19
Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Irmbaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Januai 2O26

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 29 Januai 2O26

PJ. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

SILWANUS ADRTAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1

NoREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (1-31/2026).

dengan aslinya
HUKUM,

NG, SH., M.H.
2002t21oo2



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR l TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 543.O70.387.742,OO

4.1.01 Pajak Daerah 527.244.037.742,OO
4.1 .O2 Retribusi Daerah 76.350.000,00
4.1.o4 Lain-lain PAD yang Sah 15.750.000.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.o47.833.t62.000,00
4.2.Ot Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.o47.833.162.000,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a39 .770.a77 .3t9 ,OO

4.3.01 Pendapatan Hibah 1.075.O00.O00,00

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

838.695.877.319,00

Jumlah Pendapatan 2.430.674.427.061,00
5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI t.996.674.645.091,05
5. 1.O 1 Belanja Pegawai 521 .5r4 .O78.624 ,O5

5. 1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,.223.365.327.035,00
5. 1.04 Belanja Subsidi 9.800.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 2t9.585.239.432,OO
5. 1.06 Belanja Bantuan Sosial 22.410.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL 580.933.678.647,00
5.2.O1 Belania Modal Tanah 20.109.000.oo0,00
5.2.O2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.575.O78.922,OO

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 445.691.768.925,OO

5.2.O4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 92.598.236.800,00
s.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 259.594.000,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.700.000.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 50.000.o00.000,00
5.3.O 1 Belanja Tidak Terduga 50.ooo.oo0.ooo,00
5.4 BELANJA TRANSFER 274.712.284.334,40
5.4.O1 Belanja Bagt Hasil 244 .006.034 .334 ,40
5.4.O2 Belanj a Bantuan Keuangan 30.706.250.000,oo

Jumlah Belanja 2.902.320.60a.O72,45
Total Surplus/(Defisit) -47t.646.tar.o11,45

6

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 471.646.181.O 11,45
PEMBIAYAAN DAERAH
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6. I .01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya

471.646.181.O11,45

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 47 r .646. 181 .0 I 1 ,45
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00
Pembiavaan Netto 471.646.181.O11,45

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan (SILPAI

o,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

Y

clengan aslinya
HUKUM,

G, SH., M.H.
o02 121002



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR l TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN
BEI,ANJA

OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER JUMI,AH BEIANJA

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANC BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

o,00 803.788.965.698,OO 542. 135.394.600,00 0,00 o,00 1 .345 .924 .360 .29A,OO

1 o1 URUSAN PEMEzuNTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

o,00 484.tO2.522.647 ,OO 28.580.O00.OO0,00 0,00 0,00 512.642.522.647 ,OO

1 o1 1 -O I .2.22.O.OO.0I .OOOO DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN

DAN 0,o0 444.102.522.647,OO 28.580.000.000,00 o,00 0,00 5t2.642.522.647 ,OO

1 02 URUSAN PEMEzuNTAHAN BIDANG
KESEHATAN

0,oo 143.26t.497 .429,OO 10.o00.000.000,00 o,00 0,o0 193.261.497 .429,OO

I 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN 0,00 183.261.897 .429,OO 10.oo0.o00.000,00 o,00 0,00 193.26t.897 .429,OO

1 o3 URUSAN PEMEzuNTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

0,00 50.690.776.321,00 489.622.330.900,O0 o,oo 0,o0 540.313.107.221,O0

I o3 1.03. 1.04.0.O0.03.0000 DINAS PEKER^JAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

o,oo 3.620.147. 100,O0 l. 177.O40.900,O0 o,00 0,00 4.797. 188.000,00

I o3 1.03, 1.04.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

0,o0 47 .O70.629.221,OO 488,445.290.000,OO o,00 0,00 535.515.919.221,OO

1 o4 URUSAN PEMEzuNTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

o,00 1.384.094.400,00 0,00 o,00 0,00 1.384.094.400,00

1 04 1.03. 1.04.O.OO.O3.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

o,00 1.384.094.400,O0 0,00 o,00 0,00 1.384.094.400.00
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I o4 1.03. 1.04.O.00.03.0000 IDTNAS PEKER"JAAN urr,Iuu
IPENATAAN RUANG. PERUMAHAI
lnaxvnr DAN KAwASAT\
IPERMUKIMAN

0,oo 0,oo 0,oo 0,00 o,00 0,o0

l o5 0,oo 41.526.121.373,O0 2 .933 .524 .700 ,OO o,oo o,00 44 .459 .646 .b73 ,OO

i o5 l.os.o.oo.o.oo.04.oooo lseTUAN POLISI PAMONG PRA. 
'A

o,oo 27.557.154.744,OO 7.920.OOO,OO o,00 o,00 27.565.O78.788,OO
1 o5 l.os.o.oo.o.o0.o4.oooo lserunNFor,ts tarraoNoene.ta o,00 363.777.OOO,OO 0,oo 0,oo o,00 363.777.nOO,OO
1 1.05.0.oo.o.00.05,0000 lolues ppNeuoouueruoar

tsENCANA DAERAH. KEBAKARAN
loen perweleuntar.r

o,00 13.605. 185.585,00 2.923.604.700,OO o,oo o,00 16.530.790.285,00

I o6 [unusAt FBtr,Irntrr'ranai.t etonruc
lsosreu

o,00 42.82s.5s3.488,OO 10.999.539.OOO,00 o,oo o,00 53.823.092.+88,O0

1 o6 1.06.0.00.o.00.06.0000 ]DTNAS soSIAL o,00 42.823.553.488,OO 10.999.539.0OO,00 0,00 o,00 53.823.092.+88,00
2 o 00 i57.529.586.O33,00 6.579.376.300,O0 0,oo o,00 164. 108.962.333,00

2 07 IURLISAN

fre runcn
PEMERINTAHAN BIDANG
KERJA

0,00 7 .276.937.435,OO 288.958.OOO,O0 o,00 0,00 7.565.895.835,O0

2 07 2.O7 .3.32.3.29.O7 .OOOO IDTNAS rENecA xe rua,
IRANSMIGRASI DAN ENERGT DAN
ISUMBER DAYA MINERAL

o,00 7 .276.937.435,40 288.958.O00,00 0,00 0,00 7.565.895.835,00

) o8 [unuseN FEMERTNTAHAN BTDANc

IPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
IDAN PERLINDUNGAN ANAK

0,00 13.685.642.557,00 425 .927 .400 ,OO o,00 0,00 14.1 I 1.569.r57,O0

2 08 2.08.2. 14.O.O0.08.OO00 lorrv,rS

leeneueuer.t,
IANAK DAN
EeRENceNe

PEMBERDAYAAN
PELINDUNGAN

KELUARGA

0,00 13.685.642.557,00 425.927.400,OO o,o0 0,00 14.1 I 1.569.,57,O0

2 lunuseN FErr,tpeltrenet r Btpnruc
lpaNonru

0,00 a .346 .266 .206 ,OO 301.O78.900,O0 o,00 0,00 8.687,345.tO6,O0

2 o9 2.09.3.27.0.00.09.oooo bINAS
lnolrrxu
lpnltoer',t

TANAMAN PANGAN,
LTURA DAN KETAHANAN

0,o0 a.386.266.206,OO 301.O78.900,O0 o,00 o,00 8.687.345,tO6,O0

2 to ERINTAHAN BIDANG 0,o0 1.591.000.0oo,00 109.O00.oo0,o0 o,o0 0,00 1.700.oo0.000,o0

2 2. 1 1.3.28.2. 10. 10.OOOO lotruas LtNcxurrc,nl.r nloup,
IKEHUTANAN DAN PERTANAHAN

0,o0 1.591.000.OOO,00 109.O00.ooo,o0 o,oo 0,00 1.700.oo0.000,o0

2 11 INTAHAN BIDANG
DUP

7.582.860.000,00 0,oo o,00 o,00 7.582.860.000,O0

2 11 2. 1 1.3.28.2.10. 10.0000 lonres LTNGKUNcAN Hiolp
JKEHUTANAN DAN PERTANAHAN

o,oo 7.582.860.000,00 o,oo o,o0 o,oo 7.582.860.000,OO

2 l2 luRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG o,o0 9.99 r.881.800,00 1.OOa.818.200,0O o,00 o,oo I i.oo0.7o0,oo0,oo

ur<u:iAl\ rENltr Klt\IArlIt]I t llJAl\(
KETENTERAMAN DAI
KETERIIBAN UMUM SERTi
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

05

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIT
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAI
PELAYANAN DASAR

o9

10

0,o0
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lnorr,rrusrnasl KEPENDUDUI<e
lolt eencatarnru snlr-

2 l2 2. 12.2. 13.O.OO. I l.OO00 o,00 9.99 r.881.800,00 1.008.818.200,O0 o,o0 o,00 1 1.000.700.!o0,oo

l3 lunuset.t ee rr,te mtrrrnnnlrr eroalc
IPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
IDAN KAMPUNG

o,oo 6.797.54O.442,OO 213.514.O00,OO o,oo o,00 7.0I 1.O94.+82,O0

2 13 2. 12.2. 13.O.O0. I 1.0000 lolnes eonrnrsrnast
IKEPENDUDUKAN, PENCATATAN
lsrptt DAN PEMBERDAYAAN
luesyenexer KAMpuNG

o,00 125.s00.oo0,oo 0,oo o,00 o,00 125,500,000,00

2 13 2. r2.2. 13.0.00. I l.oo00 IDINAS eoMinrSinr
lxenenouourceN. pENcATAT
ISIPIL DAN PEMBERDAYA
lunsvenaxer xeupuNc

0,00 6.672.OAO.482,OO 213.514.O00,OO o,00 o,00 6.885.594.182,O0

2 1.4 PEMERINTAHAN BIDANG
GENDALIAN PENDUDUK DAN

LUARGA BERENCANA

o,00 1,079.780.700,00 0,00 0,o0 0,00 1.o79.780.U O0,00

2 14 r.02.0.00.0.00.02,0000 lonr,rs xeseuArAN 0,00 o,oo 0,oo 0,oo o,o0 o,o0
o 14 2.08.2. l4.O,00.08.oooo IDINAS

leeneueueru,
hNAK DAN
IenrNcerva

PEMBERDAYAAN
PELINDUNGAN

KELUARGA

o,00 1.079.780.700,00 o,oo 0,o0 0,00 1.o79.780.700,00

2 15 PEMERINTAHAN BIDANG
UNGAN

o,00 2a.aoz.a7 6.696,OO 2.29A.234.400,OO 0,o0 o,oo 3r.101.111.096,00

2 15 2.1s.0.00.0.oo.12.oo00 JDTNAS FERHaBUNGAN o,00 28.802.47 6.696,OO 2.298.234.400,OO 0,oo 0,o0 31.101.111.096,00
2 16 funusaN reMEnrr\nAHAN BTDANG

IKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
o,00 15.083.848.752,00 9l4.375.OOO,OO 0,oo 0,00 15.99a.223.752,OO

2 16 2. 16.2.2t.2.20. 13.OOOO KOMUNIKASI,
STATISTIK DAN

o,00 15.083.848.752,00 914.37s.O00,00 0,oo 0,00 15.99A.223.t52,OO

2 t7 AHAN BIDANC
KECIL, DAN

o,00 1 1.996.1 1 1.456,00 5 r9.470.400,OO 0,o0 0,00 12.515.581.356,00

2 1,7 2. 17.3.31.3.30. 14.0000 I USAHA KECIL
MENENGAH,

DAN

o,00 11.996.r11.456,00 519.470.400,00 0,oo 0,00 12.515.581.856,O0

2 l8 NTAHAN BIDANG
DAL

o,oo 18.160.640.390,00 500.ooo.o00,oo 0,oo o 0o 18.660.640.190,O0

2 18 prnes eenaxAMnru rraOoel
IPELAYANAN TERPADU
lellmu

2. 18.0.OO.0.00. 15.0000
SAT

0,00 18. 160.640.390,OO 500.000.o00,oo 0,o0 0,00 18.660.640.390,O0

DAN
KAMPUNG
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2 19 funusaN
lreneuu

peM enlNtaHar',r sr oaNcJ
DAAN DAN or-AHRAcA I

o,oo 20.349.O08.O84,00 o,00 0,00 o,00 20.349.OO8.I84,OO

2 l9 2. 19.3.26.O.OO. 16.OOOO IDINAS KEPEMUDAAN, oLAHRAGAI
loen eenrwrs,lre I

o,o0 20.349.O08.084,OO o,oo o,00 o,00 20.349.OO8.I84,O0

2 IURUSAN ppupzut'reuelr groeuc{
fsrerrs,rx I

o,00 1.O 14.375.000,00 o,oo o,00 o,00 1.014.375.000,o0

2 20 2. 1,6.2.2t.2.20. L3.OOOO KOMUNIKASI,I
srarrsrrx oe{

0,00 1.O 14.375.000,00 o,oo 0,o0 0,00 l.0l4.375.DOO,OO

2 21 venrNraueN eloencil o,o0 519.O78,600,O0 o,oo o,o0 0,o0 519.O78.I00,O0

2 21. IotraS KoMUr.ilKASr.f
hNpopuerrxa. sr,qrrslr oer,il
leensaxor,tl I

0,o0 519.078,600,O0 o,oo o,00 0,00 519.078,tOO,O0

2 IURUSAN PEMERINTAI{AN BIDANq
IKEBUDAYAAN I

0,00 5.21r.697 .475,OO 0,oo o,00 0,00 5.21 1.697.175,00

2 l.o1.2.22.O.OO.0i.OOO0 PENDIDIKAN "I o,00
AYAAN

5.2t1.697 .47 5,OO o,oo o,00 o,00 5.211.697.+75,OO

3 lunusell FEMaRTNTAHAN pitrHAf o,00 145.384.921.069,00 15.17 6.244.369,OO o,00 o,00 160.561.16s.138,O0
25 IURUSAN PEMERINTAHAN BIDANC,I

lxpmurnn DAN pERTKANAN 
I

o,00 23.576.732.55t,OO 7.776.940.869,OO 0,oo o,00 31.353.673.+20,O0

3 25 3.25.0.O0.0.OO. 17.OOO0 IDTNAS

lppnrrereru
KELAUTAN oo*l o,00 23.576.732.551,00 7 .77 6 .940 .869 ,OO 0,o0 o,00 31.353.673.+20,O0

3 26 PEMERINTAHAN BIDAN
1

o,00
ARIWISATA

8,000.000.o00,oo o,oo 0,oo o,00 8.000.000.000,o0

3 26 2. 19.3.26.0.00. 16.0000 lonre
loeN

S KEPEMUDAAN, OLAHRAG4
PEzuWISATA I

o,oo 8.O00.000.0oo,00 o,00 o,00 0,oo 8-000.000.000,oo

3 RUSAN PEMERINTAHAN BIDAN
1

0,00
IAN

25 .509 .726 .263 ,OO 7.303.281.600,O0 o,00 0,00 32.8 r3.007,|63,00

3 27 2.09.3.27_0.00.09.0000 loutas ra
lsolrrxulru
leawoeu

NAMAN PANGAN,I
ne oerv xe, nHetnNl

0,00 I0.591.936.733,00 o,00 o,00 0,00 10.591.936.733,00

3 3.27.O.O0.0.OO. 18.0000 IDiNAS
IPERKE

PETERNAKAN oeM
BUNAN I

0,oo 14.917.789.530.00 7.303.281.600,O0 o,00 o,00 22.221.O7 t.t30,OO

3 2A fuR
l*"

USAN PEMERINTAHAN BIDAN
HUTANAN 1

0,oo 26.927.065.055,00 96.021 .900,OO o,00 o,00 27.023.086.r55,O0

3 2A 2. 1 1.3.28.2. 10. 10.0000 loruas
lxurure

LINGKUNGAN HIDUP.J
NAN DAN ppnTarunHeI 

I

o,oo 26.927.065.O55,OO 96.021.900,OO o,00 o,00 27.023.086.155,O0

3 29 oAr.rcl
oav{

0,00 60.s21.373.200,00 0,oo 0,00 o,00 60.52 r.373,200,00

3 29 o,o02.O7.3.32.3.29.O7 .OOOO 60.52 r.373.200,00 0,oo o,00 o,o0 60.521.373.200,00

3 30 o,00 300.012.o00,oo o,oo o,oo 0,00 300.o12.000,oo

2. I 6.2.2 1.2.20. 1 3.OOOO

I

IDINAS TENAGA KERJA
TTRANSMIGRASI DAN ENERGI DAI\
lsuMspn DAYA MINERAL
[URUSAN PEMERINTAHAN BIDANC
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leenoaoaNcerv
3 30 2. 17.3.3 1.3.30. 14.0000 lottes ronene-s, crsntrn rectr-

IDAN MENENGAH,
IPERINDUSTRIAN, DAN
lpexoaceNonr

0,00 300.012.000,00 0,00 o,00 0,00 300.o12.000,o0

3 31 lunuset eeuenlurennx eTDANG
IPERINDUSTRIAN

o,o0 30o.o12.ooo,oo 0,o0 o,oo 0,o0 300.o12.000,00

3 31 2. 17.3.31.3-30. l4.OOOO JDINAS KoPER.,\sJ, urs,qHA KEcrL
loer MENENGAH,
IPERINDUSTzuAN, DAN
leenoecerucnru

o,00 300.o12.000,o0 0,oo o,oo 0,00 300.012.000,00

3 32 lunuseN peMEFmraHlN srDANc
frRersurcnasr

0,00 250.O00.000,o0 0,o0 0,oo 0,00 2so.ooo.000,o0

3 brNAS
hnerslrr
lsurueen

TENAGA KERJA,
GRASI DAN ENERGI DAN
DAYA MINERAL

0,00 250.O00.000,o0 0,oo o,oo o,oo 250.OO0.000,o0

4 fuI\tsuR
lpeuBnr

PENDUKUNG URUSAN
NTAHAN

0,00 309.030. 130.216,00 1 1.960.571 .100,OO o,oo 0,00 320.990.701.316,OO

4 o1 lse rneranter oeenan 0,00 106.217.589.333,00 9.625.939.OO0,O0 o,oo 0,00 r 15.843.528.333,00
4 o1 4.o1.2.23.2.24.19.oooo ISEKRRTARIAT DAERAH 0,o0 106.2 i 7.589.333,00 9.625.939.OOO,O0 o,00 0,00 I 15.843.528.333,O0
4 02 ETARIAT DPRD 0,o0 202.812.540.883,00 2.334.632. lO0,O0 o,00 0,00 205.147 .l72.rA3,OO
4 02 ]SEKR4.O2.0.00.o.00.20,ooo0 qTARIAT DPRD 0,00 202.812.540.883,00 2.334.632.100,O0 o,o0 0,00 205.147 .t72.943,OO
5 fuxsun ppttt-tt,'t.-t

lpeuenrnrnHen
ANG URUSAN 2.430.67 +.427 .061,OO 407.989.O57.065,05 3.813.578.378,O0 50.000.000.o00,o0 27 4.7 t2.284.334,40 736.5t4.919.r77 ,45

5 o1 IPERENCANAAN 0,oo 2a.473.156.917,OO 546.485.900,O0 o,00 0,00 29.O19.642.817 ,OO

5 o1 5.O1.5.05.O.OO.2 I.OOOO DAN PERENCANAAN
zuSET DANEMBANGUNAN,

NOVASI DAERAH

0,o0 2A.473.156.917,OO 546.485.900,O0 o,00 0,00 29.O19.642.817 ,OO

5 2.430.674.427.06r,OO 346.576.802.451,05 3.159.543.878,00 50.000.oo0.ooo,o0 27 4.712.244 334,40 67 4.44A.630.t63,45
5 02 5.O2.0.00.o.oo.22.o000 PENGELOl,A

KEUANCAN, DAN
2 .430 .67 4 .427 .061 ,OO 335.859. 145.129,05 2.377 .201.200,OO 50.000.o00.000,o0 27 4.712.284.334,40 662.94A.630.$63,45

5 02 5.02.0.00.0.oo.22.000 1 IUPT PENDAPATAN NABIRE 0,o0 2.471.343.822,O0 s28.656.178,O0 0,oo 0,00 3.000.oooo00,00
5 02 lu5.02.0.00.o.oo.22.o002 t'I PENDAPATAN PANIAI o,o0 2.289.OO4.800,O0 2 io.995.200,00 o,00 o,00 2.500.oooo00,00
5 p5.02.O.O0.0.00.22.OOO3 F'I PENDAPATAN MULIA 0,oo 1.957.308.700,O0 42.691.300,OO o,oo o,o0 2.000.000000,00

02 5.O2.O.00.0.OO.22.O004 PPT PENDAPATAN TIMIKA 0,o0 4.000.ooo.o00,o0 0,oo o,o0 o,oo 4.000.ooo000,00
5 03 lrreecawAren 0,o0 t7 .449 .O97 .697 ,OO 107.548.600,00 0,oo o,00 t7 .596.646.297 ,OO

5 s.03.5,04.o.oo.23.o000 FADAN ([pB6a1rya1ax pap
IPENOEMBANGAN SUMBER DAYA
luntl usra

0,00 L7 .4A9.O97 .697,OO 107.548.600,00 o,oo o,00 t7 .596.646.297,OO

5 o4 IPENDIDTKAN DAN PELATIHAN 0,00 13.6sO.O00.000,00 0,o0 0,oo o,00 13.650.000.000,oo
5 04 AN KEPEGAWAIAN DAN

GEMBANGAN SUMBER DAYA
5.O3.5.04.O.O0.23.OOOO

USIA

o,o0 13.650.O00.OOO,00 0,oo o,oo o,00 13.650.OOO.DOo,OO

|2.07 .3.32.3.2e.o7.oooo

02 IKEUANGAN

5

03
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5 o5 pexe LirrAx
FENOEMBANCAN

DAN 0,oo I .800.ooo.ooo.o0 0,oo o.00 o,oo

5 o5 5.O 1.5.O5.O.OO.2 l.Ofi)O bADAN
lpeMeeNcuNnN,
trxclvasl DAERAH

PERENCANAAN
RISET DAN

o,oo r .800.oo0.ooo,o0 0,oo o,oo 0,o0 I .800.000.000,00

6 IUNSUR PENGAWASAN
FEMERINTAHAN

URUSAN o,m 35.629.t32.778,OO a61.427.300,OO o.oo 0,oo 36.490.5a0.078,OO

6 ol frusRerronet DAERAI.I o,oo 35.629.152.778,OO 861.427.300,OO o,oo 0.00 36.490.54O.078,OO
6 ol 6.0r.0.oo.0.oo.24.oooo INSpEKToRAT o,00 35.629.132.778,OO 861.427.300,OO o,00 o.oo 36.490.580.078,O0
8 IUNSUR PEMERINTAHAN UMUM o,oo 51.865.700.291 ,00 o,oo o,oo 0,00 5l .865.700.291 ,00
I o1 IKESATUAN BANGSA DAN PoLlflK o,oo 51.865.700.291 ,OO o,oo o,oo o,00 5l .865.700.291,OO
u ot 8.O l. 0.oo.o.oo.25. oooo FADAN KESATUAT\i BANoSA DAN

Foltrrx
o,cs 5 r .865.700.291 .00 o,oo 0,oo o,oo 5 t .865.700.291 ,OO

g luNsuR KEKHUSUSAN
ketsru\,tewAAN

DAN o,00 34 t .424.327 .764,@ r.628.346 400,OO o,oo 343.456.874. r64,00

() 02 tr<-e xxusus,tn pepun o,oo 341.A2A.s27 .764,@ t.628.346 4m,OO o,00 o,00 343.456.874.164,m
s e.02.0.0o.0.oo.26.o0oo EuAjELrs RAKYAT pAPt;A 0,oo 85.457.131.941,OO 407.086.600,OO o,oo 0,oo 85.864,218.54 t.00

9.o2.0.0o.0.00.26.0000 IMAJELIS RAKYAT pApuA o,o0 85.457.131.94 r,OO 407.086.600,OO o,oo o,00 85.864.218.91 ,O0
02 9.02.0.oo,0.00.26.0000 IMAJELTS RAKYAT pApuA o,00 85.457. t31.941.00 407.086.600,OO o,00 o,00 85.864.218.541,00
02 9.o2.0.oo.0.0o.26.oooo IMA.JELIS RAKYAT pApuA o,00 85.457.131.941,OO 407.086,600,OO o,oo o,00 E5.864.218.541 ,OO

TOTAL 2.430.674.427 _O6L,OO 2.253.O4b.O40.9 t4,O5 582. 154.938.447,OO 50.ooo.ooo.ooo,oo 27 4.7 t2.284.334,40 3. 159.91 3.26.i.695,45

1.800.0oo.o00,

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

ngan aslinya
HUKUM,

NG, SH., M.H.
NI 60a2002121oo2

o.oo



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR l TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBTAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAERAH

KODE
REKENTNG URAIAN JUMLAH

DASAR
HUKUM

4 PENDAPATAN DAERAH 2.430.67 4.427.06 1,,OO

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 543.O70.347.742,O0
4. 1 .01 Paiak Daerah 527.244.O37.742,OO
4.t .o2 Retribusi Daerah 76.3s0_O00,o0
4.t .o4 l.ain-lain PAD yang Sah 15.750.000.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.047.833. 162.000,00
4.2.O1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.047.833.162.000,00
4.3 LAIN-I.AIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH
as9 .770.a77 .3r9 ,OO

4.3.01 Pendapatan Hibah 1.075.000.000,00
4.3.03 Lainlain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
838.695.877.319,00

BEI-AN.IA DAERAH
Urusan
Pemerintahan

: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusarr 1.OI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.Q 1.2.22.Q.OO.0 1.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Unit Organisasi : l.O 1.2.22.Q.OO.0 1.OO00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Indikator Hasil
Kegiatan : 1.O1.O2.1.O3 Pengelolaan Pendidikan Khusus
lndikator
Keluaran
Sub Kegiatan : 1 .01.02. 1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
lndikator
Keluaran

: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun

0,00
Sub Kegiatan : 1.O 1.O2. 1.03.0O35 Pensadaan Mebel Sekolah
lndikator
Keluaran

Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

5 BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI

5. 1.02 Belania Barang dan Jasa 2.200.0oo. o00,00
Sub Kegiatan : 1.0 1.O2. 1.03.OO37 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Indikator
Keluaran

Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia

o,oo
Sub Kegiatan : 1.O1.02.1.03.0038 Pengadaan Pedengkapan Peserta Didik
Indikator
Keluaran

: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia



o

o,oo
Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.OO39 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
lndikator
Keluararr

: Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia

0,o0
Sub Kegiatan : 1.01.O2. 1.03.0040 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Indikator
Keluaran

: Jumlah AIat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

0,00
: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus

Indikator
Keluaran

Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

0,00
Sub Kegiatan : 1.01.O2. 1.03.0O48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Indikator
Keluaran

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

5 BEI-ANJA DAERAH
5.i BELANJA OPERASI
5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.409.197.500,00
Sub Kegiatan : 1.O1.02. 1.O3.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan

Pendidikan Khusus
Indikator
Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan
Khusus

5 BELANJA DAERAH
5.1 BEI,ANJA OPERASI
5. 1.02 Belania Barang dan Jasa 960.000.000,o0
Sub Kegiatan : 1.01.O2. 1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada

Satuan Pendidikan Khusus
Indikator
Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifrkasi

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5. 1.02 Belanja Barang dan Jasa 792.737.tOO,OO
Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan

Khusus
Indikator
Keluaran

: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen

0,00
Sub Kegiatal 1.01.O2.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
Indikator
Keluaran

: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS

5 BEII.NJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.922.030.000,00
Sub Kegiatan : 1.O1.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan

Khusus
Indikator
Keluaran

: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Pendidikan Khusus

0,00
Sub Kegiatan : 1.01.O2.1.03.OO56 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)

untuk Pendidikan
Indikator
Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaa-n Penggunaan Teknologi, Informasi dan
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

I
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0,00
Sub Kegiatan : 1.01.O2.1.O3.0O57 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Indikator
Keluaran

Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

0,00
: 1.01.02. 1.03.0058 Pelatihan PenggLrnaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Indikator
Keluaran

: Jumlah p€serta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

0,00
Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0O59 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang

Pendidikan
Indikator
Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di
Bidang Pendidikan

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.t.o2 Belanja Barang dan Jasa 6.277 .t66.OOO,OO
Sub Kegiatan : 1.01.O2. 1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
lndikator
Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang
dilaksanakan

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

Belanja Barang dan Jasa 1.111.197.500,00
Sub Kegiatan : 1.O1.02.1.03.0O66 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk

pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Indikator
Keluaran

: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan
perundungan, kekerasan, dan intoleransi

0,00
Sub Kegiatan : 1.O1.O2.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Indikator
Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah

0,00
Sub Kegiatan : 1.01.02. i.03.OO71 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator
Keluaran

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
s.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.263.056.000,00
Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.OO79 Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah
Indikator
Keluaran

Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat

0,00
: 1.O1.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belaiar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator
Keluaran

: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

0,00
Sub Kegiatan : 1.O1.O2. 1.O3.OO83 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
lndikator
Keluaran

: Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik

o,00
Kegiatan 1 .01.02.3.03 Penselolaan Pendidikan Khusus
lndikator
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Keluaran
Sub Keeiatan 1.01.02.3.03.0061 Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus
lndikator
Keluaran

: Jumlah Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus yang Tersedia

0,00
Kegiatan : 1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas
Indikator
Keluaran
Sub Kegiatarr : 1.0 1.02.3.04.0OO I Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
Indikator
Keluaran

Jumlah Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun

BELANJA DAERAH
5.2 BEL"ANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.3 s0.000.000,00
Sub Kegiataa : l.O 1.02-3.O4.002O Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi

Komunitas
Indikator
Keluaran

: Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas yang Tersedia

) BELANJA DAERAH
5.1 I]EI,AN.]A OPERASI
5. 1.O2 Belania Barang dan Jasa 2.421 .t56.OOO,OO
Sub Kegiatan : 1.01.O2.3.04.OO22 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas
Indikator
Keluaran

: Jumlah Akademi Komunitas Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Satuan

5 BELANJA DAERAH
5.1 BEL"ANJA OPERASI
5. 1.02 Belanja Barang dan Jasa 2s9.362.sOO,00
Sub Kegiatan : 1.01.02.3.04.0024 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Indikator
Keluaran

: Jumlah Mahasiswali yang Mengikuti Ajang Kompetisi/l,omba Akademik dan Non
Akademik

) BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5. 1.O2 Belania Barang dan Jasa 506.522.000,00
Sub Kegiatan : I . O 1. 02. 3. 04. 0026 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas
Indikator
Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan Akademi Komunitas yang Siap DievaJuasi dan
Melaksanakan Rekomendasi

J BELAN.IA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5. 1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00
Sub Kegiatan : 1.0 1.02.3.04.0028 Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
Indikator
Keluaran

: Jumlah perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia

D REI,AN.IA DAERAH
5.2 BEI.ANJA MODAL
5.2.O2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.o00.000,o0
Sub Kegiatan : 1.O 1.O2.3.O4.003O Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia

Keria
Indikator
Keluaran

: Jumlah Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja yang disusun

0,00
Sub Kesiatan 1 .01.02-3.04.0035 Penyelarasan dan Keria sama Kemitraan Akademi Komunitas
lndikator
Keluaran

: Jumlah Penyelarasan dan Kerja sama Kemitraan Akaderni Komunitas yang
dilaksanakan

0,00
Sub Kegiatan : 1.O 1.02.3.O4.0O4O Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi layanan di Bidang

Pendidikan Akademi Komunitas
Indikator
Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi l,ayanan di
Bidans Pendidikan
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0,00
Sub Kegiatan :1.O1.02.3.04.0O41 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi

Komunitas
Indikator
Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang
dilaksanakan

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.t.o2 Belanja Barang dan Jasa 357.072.500,00
Sub Kegiatan : 1.O 1.02.3.O4.0042 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Akademi Komunitas
Indikator
Keluaran

: Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang
dilaksanakan

5 BELANJA DAERAH
5.1
s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.120.400,00
Kegiatan : 1.O1.02.3.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas
Indikator
Keluaran
Sub Kegiatan : 1.O 1.02.3.O5.00O4 Penyediaan Biaya Ahrmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
Indikator
Keluaran

: Jumlah Biaya Afi.rmasi Pendidikan Sebutan Lainnya

0,00
Kegiatan : 1.01.02.3.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Baei OAP
Indikator
Keluaran
Sub Kegiatan : 1.01.02.3.06.0002 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa

Nonformal/ Kesetaraan
Indikator
Keluaran

: Jumlah Siswa Nonformal/ Kesetaraan Yang Menerima Biaya Pendidikan

BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5. 1.05 Belania Hibah 1.533.000.000,00
Sub Kegiatan : 1.O 1.02.3.O6.0003 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar
lndikator
Keluaran

Jumlah Siswa Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Pendidikan

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5. 1.05 Belania l{ibah 75.O21.432.t49,OO
Sub Kegiatan : 1.01.02.3.06.OOO4 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah

Pertama
Indikator
Keluaran

Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Pendidikan

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELqNJA OPERASI
5.1.05 Belania Hibah 2s.763.600.000,00
Sub Kegiatan : 1.01.02.3.O6.0005 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan B^gi Siswa Sekolah Menengah

Atas
Indikator
Keluaran

: Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Pendidikan

J BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5. 1.05 Belania Hibah 17.312.100.000,00
Sub Kegiatan : 1.01.O2.3.O6.0006 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah

Keiuruan
Indikator
Keluaran

Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Pendidikan

5 BELANJA DAERAH
5.1 BEI.ANJA OPERASI
s. 1.o5 Belanja Hibah 1 1.656.500.000,O0
Sub Kegiatan 1.0 1.02.3.06.0007 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tingqi
lndikator
Keluaran

Jumlah Mahsiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan

t-
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5 BELANJA DAERAH
5.1 BEI,ANJA OPERASI
5.1.O2 Belanja Barang dan Jasa 37. 121.886.600,00
5. 1.05 Belanja Hibah 13.436.510.000,00
Sub Kegiatan : 1.O 1.02.3.06.00O8 Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan

Tinggi yang diprioritaskan baei OAP
lndikator
Keluaran

: Jumlah Beasiswa Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang
diprioritaskan bagi OAP

0,00
: 1.O1.O2.3.O7 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan

lndikator
Xeluara-rr
Sub Kegiatarr : 1.01.02.3.07.O0O1 Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan
Indikator
Keluaran

Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia

5 BELANJA DAERAH
5.I BELANJA OPtrRASt
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.832.592.569,O0

BEI-ANJA MODAL
5.2.01 Belanja Modal Tanah 20.000.000.000,00
Sub Kegiatan : l.O 1.O2.3.O7.0OO2 Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan
Indikator
Keluaran

: Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5. 1.02 Belania Barang dan Jasa 28.637. 189.600,00
5.1.05 Belanja Hibah 58.637 .402.443,OO
5. i.06 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00
Kegiatan : 1.O 1.O2.3.08 Penyelenggaraan l,ayanan Pendidikan Tambahan
Indikator
Keluaral
Sub Kegiatan : 1.O 1.O2.3.08.O001 Pelaksanaan l,ayanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan

bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan
Kedinasan

Indikator
Keluaran

: Jumlah Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu
Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Yang
Dilaksanakan

5 BF]I,AN.IA T'AERAH
5.1 BELANJA OPERASI
s. 1 .05 Belania Hibah 3.380.000.000,00
Program 1.O1.O4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
lndikator Hasil
Kegiatan : 1.O1.04.3.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota

dalam I (Satu) Provinsi
Indikator
Keluaran
Sub Kegiatan : l.0l.04.3.0l.0003 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli

Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua
lndikator
Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan
Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua yang Tersedia

0,00
Sub Kegiatan : 1.O1.04.3.01.00O4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli

Papua bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua
Indikator
Keluaran

: Jumlah Pendidik darr Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan
Pendidikan ultuk Sekolah Menengah di Papua yang Tersedia

0,00
Kegiatan : 1.O1.04.3.O2 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Papua
Indikator
Keluaran

I
I
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Sub Kegiatan : 1.01.O4.3.O2.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Satuan Pendidikan Khusus

lndikator
Keluaran

: Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Satuan Pendidikan Khusus

0,00
Sub Kegiatal : 1.01.04.3.02.00O3 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi
Indikator
Keluaran

: Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi

o,00
Kegiatan : 1.01.O4.3.03 Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi

Sesuai dengan kewenangannva
Indikator
Keluaran
Sub Kegiatan : 1.O1.04.3.03.0001 Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di

Provinsi Sesuai dengan kewenangannya
Indikator
Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Provinsi Yang
Mendapatkan Jaminan Keamanan

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.375.352.000,00
Program ; l.OI.Ol PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil
Kegiatan 1.01.O1.1.01 Perencaraan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan 1.o i.0 1. 1.0 1.000 1 Penlrrsunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
lndikator
Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

J BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.t.o2 Belanja Barang dan Jasa 40.400.oo0,00
Sub Kegiatan : 1.O1.01. i.O1.0002 Koordinasi dan Penrusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH
Indikator
Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan l,aporan Hasil Koordinasi
Pen!'usunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belania Barang dan Jasa 40.400.000,00
Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Pen]rusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT

DAERAH
lndikator
Keluararr

; Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi
Penlusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH

o,o0
Sub Kegiatan 1 .01 .O 1. f .01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH
Indikator
Keluaral

: Jumlah Dokumen DPA-PERANGKAT DAERAH dan l,aporan Hasil Koordinasi
Penl'r.rsunan Dokumen DPA-PERANGKAT DAERAH

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

Belania Barang dan Jasa 40.400.000,oo
Sub Kegiatan : l.0l.Ol.l.O1.OOO5 Koordinasi dan Penyusunar Perubahan DPA- PERANGKAT DAERAH
lndikator
Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH

o,00
Sub Kegiatan : 1.0I.01.1.O1.0006 Koordinasi dan Penyusunan L,aporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kineria PERANGKAT DAERAH
Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kineria dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH
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Keluaran dan l,aporan Hasil Koordinasi Penl.usunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH

o,00
Sub Kegiatan 1.0 1.01. 1.0 1.00O7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
tndikator
Keluaran

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0,00
Kegiatan : 1.01.O1.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator
Keluaran
Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.OO01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator
Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5. 1.01 Belanja Pegawai 1 1. 1 13.835.026,00
Sub Kegiatan : 1.01.O1.1-O2.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

PERANGKAT DAERAH
lndikator
Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verihkasi Keuangan PERANGKAT
DAERAH

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,o0
Sub Kegiatan : 1.O 1.0 1. 1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

PERANGKAT DAERAH
tndikator
Keluaran

: Jumlah l,aporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH

0,00
Sub Kegiatan 1.01.01. 1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Indikator
Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

0,00
Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0O07 Koordinasi dan Pen5rusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran PERANGKAT DAERAH
Indikator
Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH
dan laporan Koordinasi Penl.usunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran PERANGI(AT DAERAH

0,00
: 1.O1.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator
Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

o,00
Kegiatan : 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator
Keluaran
Sub Kegiatan : 1.O1.O1.1.03.O001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

PERANGKAT DAERAH
Indikator
Keluaran

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00
Sub Kegiatan 1.01.01.1-03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH

I
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